
SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 6O Tahun 2O14 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Keputusan Bersama
Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor
954/KMK.O7 /2017, Nomor 116 Tahun 2OlT, Nomor
0 1 /SKB/M.PPN / t2 / 20 17 tentang penyelarasan dan penguatan
Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2Ol4 tentang Desa, Nota Dinas Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten
Kediri tanegal 12 Januari 2018, Nomor 412.6182/415.24/2OlB,
perihal Rencana Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran 2018 dan Berita Acara Nomor
412.61492 /4t8.24/2OL8 tentang Hasil Rapat Koordinasi
Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD)
Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2Olg tanggal 22
Februari 2018, perlu mengatur Tata Cara pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran 2018 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daram
huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pembagran dan penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 201g ;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahaa Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a\ ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 7 Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244,, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679 \ ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol7 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OlA
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
s7t7l;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2Ol7 tentarlg Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 201g
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244 ) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa
Membangun ;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor SO / PMK.O7 I 2OlZ
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/pMK.O7 /2O17;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor lgg/PMK.O7 /2017 tentang
Tata cara pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan
Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa ;
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13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 /PMK.O7 /2017 tentatg
Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2018 ;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentanrg Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2016 Nomor 5 Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 147);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017
Nomor 1 1);

\/ MEMUTUSI(AN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KAI}UPATEN
KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2OI8

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus uru san pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan darr Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh
setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase
tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara
nasional.

4. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan
status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi.

5. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan
tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
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6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

1O. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa,
adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB
Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan
dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan
Dana Desa.

14. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang
khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang
dan diharapkan te{adi di masa depan (visi Desa}.

15. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan
pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan
ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

16. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi
dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan
menanggulangi kemiskinan.

17. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki
potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum
mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

18. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial,
ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta
mengalami kemiskinan dalam berba gai bentuknya.

19. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentalan karena
masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga
tidak berkem:rmpuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan
ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
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20. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah
upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi
yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di
wilayah antar-Desa yang dikelola melalui keq'asama antar Desa.

21. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa

secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.

22. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri
selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan
neg€rra dan membayar seluruh pengeluaran neg€rra pada bank sentral.

23. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

24. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening
tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa y€rng menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
Desa pada bank yang ditetapkan.

25. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada
kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun
anggaran atau Dana Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai
akhir tahun Ernggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran APBDesa.

BAB II
PENGALOKASIAN

Pasal 2
( 1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan

berkeadilan berdasarkan :

a. Alokasi Dasar setiap Desa;
b. Alokasi Afirmasi setiap Desa ; dan
c. Alokasi Formula setiap Desa.

(2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dihitung dengan ca-ra membagi alokasi dasar Kabupaten Kediri
dengan jumlah Desa ;

(3) Alokasi Alirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggr ;

(4) Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar Desa tertinggal dan
Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

(5) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa untuk Desa Tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi A{irmasi setiap Desa ;
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(6) Besaran Alokasi Alirmasi setiap Desa untuk Desa Sangat Tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali
alokasi Afirmasi setiap Desa ;

(7) Alokasi Alirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
(5) dihitung
AA Desa

Keterangan
AA Desa

DD
DST

DT

dengan rumus sebagai berikut :

= (0,03 *DD) / (2 *DST)+ (1 *DT))

Alokasi Afirmasi setiap Desa
pagu Dana Desa nasional
jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi
jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk
miskin tingsi

Pasal 3

(1) Alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)\7 hurufc, dihitung dengan bobot sebagai berikut :

a. lff/o (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
c. l5o/" (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
d.. 25o/" (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografrs.

(2) Penghitungan bobot Alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan data yang bersumber dari kementerian yang
berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang statistik.

(3) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

AF Desa = (0, I 0 * 21) + (0,50 * Z2l + (0,15 * Z3l + (O,25 * Z4l\ * AF Kab.
Keterangan :

v AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk
Desa kabupaten Kediri.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa kabupaten Kediri.

23 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah
Desa kabupaten Kediri.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Kediri.
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Kediri.

Pasal 4

Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun
Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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BAB III
Bagian Kesatu

PENYALURAN

Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN

ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke
RKD-

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga
bulan Juni sebesar 2oo/o (dua puluh persen) ;

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat
bulan Juni sebesar 4Oo/o lempat puluh persen) ; dan

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 4Oo/o (empat puluh persen).

(3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilalukan paling lama 7 (tujuh) hari kery'a

setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 6

(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala

Desa/ Penj abat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa ;
b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana

Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa/ Penjabat Kepala
Desa/Pelaksana T\rgas Kepala Desa ; dan

c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa/Penjabat Kepala
Desa/ Pelaksana Tugas Kepala Desa.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,

menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 757o

(tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan
paling sedikit sebesar 507. (lima puluh persen).

(4) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh
kegiatan.

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data
bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara
pengadaan, dan capaian output.
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(6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum
memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa/Penjabat Kepala
Desa/ Pelaksana T\rgas Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi
data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh
kementerian / lembaga terkait.

Bagian Kedua

PELAPORAN
Pasal 7

(1) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana T[gas Kepala Desa
menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa

setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
(2) l,aporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. laporan rea-lisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya; dan

b. laporan realisasi penyerapan dan capaial output Dana Desa sampai
dengan tahap II.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggarzrn sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran bery'alan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan
paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran befalan.

(5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam L,ampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaurn program
dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat
Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

(3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain
bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM
Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai
dengan kewenangan Desa.

(4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa
Bersama.
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(5) Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di
ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 9

(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,
peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan
dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan
program dan kegiatan Pembangunan Desa;

(2) Kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan
meliputi antara lain :

\/ a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sar€rna
prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :

1. lingkungal pemukiman;
2. transportasi;
3. energi; dan
4. informasi dan komunikasi.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana
prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :

1. kesehatan masyarakat; dan
2. pendidikan dan kebudayaan.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana
prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang
meliputi :

V l. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan
pangan;

2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi,
distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan; dan

3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek
produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana
prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :

1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
2. penanganan bencana alam; dan
3. pelestarian lingkungan hidup.
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e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana
prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan
dalam Musyawarah Desa.

Pasal 10

Desa dalam perencana€rn program dan kegiatan pembangunan Desa yang
dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan
tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan
pembangunan Desa pada :

1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana
prasarana dasar; dan

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana
ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang
diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk
ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi
serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran
untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala
produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi
lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
dan

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana
prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya
mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan
sosial dasar dan lingkungan.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan
pembangunan pada :

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi
serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran
untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian
berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan; dan

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana
prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya
mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa
terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
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Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan
potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi
dirinya secara mandiri.

(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diprioritaskan meliputi :

a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;

b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran,
pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta
pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa
penyandang disabilitas;

f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan

penanganannya;
h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang

dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat,

koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
j. pengembangan kerja sama antar Desa dan keq'a sama Desa dengan

pihak ketiga; dan
k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai

dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah
Desa.

(3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diswakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
(4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme keg'a sama
antarDesa.

Pasal 12

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa
berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi :
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Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi
Desa yang meliputi :

1. pembentukan BUM Desa dan / atau BUM Desa Bersama melalui
penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi
usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan ;

2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau
lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan
melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi,
distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala
produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau
produk unggulan kawasan perdesaan ;

3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi
masyarakat Desa;

Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :

1. penguatan BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan
modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha
ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan ;

2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/ atau lembaga
ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui
BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan /atau produk unggulan
kawasan perdesaan ;

3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan
pembentukan wirausahawan di Desa ;

4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi
masyarakat Desa;

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi
Desa yang meliputi :

1. perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama
melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan
pemasararl bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan ;

b.
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2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi :il'rargal kelompok, koperasi
dan/ atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses
permodalan melalui BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama,
pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi
pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
desa dan/atau produk unggulal kawasan perdesaan ;

3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kery'a ahli di Desa ; dan
4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup

bagi masyarakat Desa;

Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang
maupun Desa Ma,ju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan
Jaring Komunitas Wira Desa yang meliputi :

1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta
pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa
penyandang disabilitas ;

2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan

bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya ;

4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam
mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel ; dan

5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa
yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Desa Tertinggal dan/ atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang
maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan
Lingkar Budaya Desa yang meliputi :

1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan
peraturan hukum di Desa ;

2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk
mendorong masyarakat Desa yang parlisipatif dan komunikatif ; dan

3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 13

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dan Pasal 11 disusun sesuai dengan sistematika tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Prioritas Penggunaan Dana Desa sslagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi dasar Penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa yang
akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

e.

(1(

{2)
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Bagian Ketiga
Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai

Pasal 14

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai disusun
sesuai dengan sistematika tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagran Keempat
Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Dana Desa

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten membina dan mengawasi penetapan

prioritas penggunaan Dana Desa ;

(2) Dalam menjalankan fungsi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan pendampingan
dan fasilitasi.

(3) Pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilakukan oleh Orgaisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan
pemberdayaan masyaralat dan Desa, ditingkat Kabupaten ;

Pasal 16

(1) Dafam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Bupati
menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa ;

(2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang
menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;

(3) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan
prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencErnaan

pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa

Bagian Kelima
Pelaporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 17

Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/ Pelaksana Tugas Kepala Desa

menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa setiap
Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri.
l,aporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa setiap Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam l,ampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

(2t
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(3) Penyampaian laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan
sejak APB Desa ditetapkan.

Bagran Keenam
Partisipasi Masyarakat

Pasal 18

(1) Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas
penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara :

a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan
Dana Desa;

b. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas
penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

c. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana
Desa.

(2) Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :

a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat
pengaduan CaIl Center: 1500040 yang dikelola oleh Satuan Tugas yang
menangani Dana Desa, Slart Message Seruice'. 0812 8899 OO4O 10877
8899 0040, Facebook: kemendesa. 1/ Twitter: KemenDesa; dan/ atau

b. website l"ayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (I"APOR) yang
dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.
(2) Jika pada kegiatan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Sisa Dana Desa di RKD
lebih dari 3O% (tiga puluh persen), Bupati :

a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa/ Penjabat Kepala
Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD
tersebut; dan/atau

b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan
pemeriksaan.

(3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada
tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun
angg.rran sebelumnya.
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(4) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana T\rgas Kepala Desa wajib
menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengal
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI

Bagran Kesatu
Penundaan Penyaluran

Pasal 20

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana

dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) ;

b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun zrnggaran sebelumnya lebih
dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 19

ayat (21; dan/atau
c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas

fungsional di daerah.
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun
anggaran be{alan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun Ernggzrran

sebelumnya.
(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar

dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, maka
penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

(4) Dafam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran
berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun angga.ran sebelumnya masih lebih
besar dari 3O% (tiga puluh persen), maka penyaluran Dana Desa yang
ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan
menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tidak dapat disalurkan kembali pada tahun ,rngg€rran berikutnya.
(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan

oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau
telah te{adi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (71 disampaikan kepada
Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana
Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5.
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Pasal 21

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :

a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1)

huruf a telah diterima;
b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau

sama dengan 3O% (tiga puluh persen) ; dan
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2O ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke
RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (21kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa.

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala
Desa/ Pelatsana T\rgas Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana

- Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

v paling lambat akhir bulan November tahun anggaran be{alan dan agar
dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran
berikutnya.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal22
(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah

dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa

di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

\,- dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana

pada ayat (l) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.

Pasal 23

(1) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa melakukan pemotongan
penyaluran Desa dalam hal terdapat:
a. laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (3) ; dan/atau
b. laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (31.

(2) Pemotongan sslagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
sebesar kelebihan salur Dana Desa pada tahun anggaran be{alan.
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BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Untuk Tahun Anggaran 2018 penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa
yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan,
luas wilayah, dan IKG setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3

ayat (1), ayat (21 dan ayat (3) bersumber dari kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyelenggarakal urusan pemerintahan di bidang
statistik.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal
12 Januari 2018, Nomor 412.6/82/418.2412018, perihal Rencana
Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 dan Berita
Acara Nomor 412.61492/418.24/2018 tentang Hasil Rapat Koordinasi
Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten
Kediri Tahun Anggaran 2018 tanggal 22 Februari 2018, dengan hasil peserta
rapat memutuskan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan
Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggal, 28 - 2 - 2OI8

BUPATI KEDIRI,
TTD

HARYANTI SUTRISNO
Diundangkan di Kediri
padatangsal, 2a -2- 2Ot8
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesej ahteraan Ralryat
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BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan Desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa
Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hokum
menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya
yang menjadi miliknya. Karenanya, Dala Desa sebagai bagran pendapatan
Desa pada dasarnya merupakan milik Desa sehingga penetapan penggunaan
Dana Desa merupakan kewenangan Desa. Namun demikian, UU Desa juga
memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan Desa untuk
mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan Desa sebagai unit
pemerintahan. Kewenangan Desa diatur berdasarkan aturan hukum yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
daripada Peraturan Desa.

Beqjalannya penggabungan fungsi Desa sebagai subyek hukum dan
Desa sebagai unit pemerintahan dapat dipastikan apabila kewenangan Desa
sudah dipastikan terlebih dahulu. l,ebih-lebih da-lam Pasal 5 UU Desa
disebutkan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.
Pengaturan Pasal 5 UU Desa ini memastikan bahwa Desa merupakan
komunitas yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti
sejarah Desa itu sendiri. Taka kelola Desa yang satu dengan Desa lainnya
berbeda-beda karena Desa sejatinya komunitas yang unik/khas.

Desa dimandatl<an oleh UU Desa untuk dikelola secara demokratis dan
berkeadilan sosial. Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa
dan anggota BPD yang selanjutnya al<an bertanggungjawab dalam mengelola
pemerintahan Desa. Kepala Desa menjadi pimpinan pemerintah Desa
sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. UU
Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di Desa harus
dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh
BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa untuk
merumuskan kebijakan Pemerintah Desa. Dengan demikian, UU Desa
memandatkan penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui
pemilihan kepala Desa dan pemilihan anggota BPD dengan demokrasi
musyawarah mufakat yang diwujudkan denan penyelenggaraan musyawarah
Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan tata
kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. Karenanya, penetapan
prioritas penggunaan Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka,
partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala
Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan tata kelola
Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Pedoman umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2018
sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten dan Desa untuk mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana
Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan
sosial.
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BAB II
KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
l Maksud

Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

2. Tujuan
a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada

bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang

menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2018.
3. Manfaat

a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam menetapkan
prioritas penggunazrn Dana Desa; dan

b. sebagai pedoman bagi Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan
Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENGATURAN DANA DESA
1. Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa

Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada
urusarl kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan
lokal berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud
diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 37. Tata
cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut:
a. Pemerintah daerah kabupaten melakukan identifikasi dan

inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa;

b. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa,
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. Peraturan Bupati dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa
dengan menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus
berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan
Peraturan Desa. karenanya kegiatan yang dibiayai Dana Desa wajib
masuk dalam daftar kewenangan Desa. Dengan demikian, Desa
berwewenang membuat peraturan Desa yang mengatur tentang
penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di Desa.
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2. Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagai Bagran Perencanaan Desa
UU Desa memandatkan bahwa Pemerintah Desa menyusun

perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan
mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perencanaan
Pembangunan Desa disusun secara berjangka yaitu Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua dokumen perencanaan Desa
dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi dokumen
perencanaan di Desa. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman
dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang
termuat dalam APB Desa.
Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari
mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa,
RKP Desa dan APB Desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa
harus menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

3. Penetapan Penggunaan Dana Desa melalui Musyawarah Desa
Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa

yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui
Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah
Desa dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa
untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan
berdasarkan kewenangan Desa yang dibiayai dana Desa. Oleh karena
itu, penetapan penggunaan Dana Desa yang sesuai mandat UU Desa
dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir
dalam musyawarah Desa membahas dan menyepakati penetapan
penggun€ran Dana Desa. Daftar kegiatan yang disepalati untuk dibiayai
dengan Dana Desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa
dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa melalui Peraturan
Desa.

4. Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Desa
Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunazrn

Dana Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala
Desa dan BPD. BPD bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan
keputusan Musyawarah Desa tentang penggunaan Dana Desa untuk
menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa
dan Peraturan Desa tentang APB Desa. Keputusan musyawarah Desa
harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang
menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang
APB Desa disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan
dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya,
pengaturan penggunaan Dana Desa di dalam RKP Desa dan APB Desa
yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajib
dibatalkan oleh Bupati.
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C. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN
1. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan
Desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah
Nomor 6O Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa dalam Pasal
19 ayat (1) mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan
masyarakat, dan kemasyarakatan dan dalam Pasal 19 ayat (21 mengatur
bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diproritaskan
untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tduan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa.

2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa
UU Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa

adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarzrna Desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan
pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai
berikut :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangaa dan pemeliharaan sarana
prasarana Desa
1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :

a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir
miskin;

b) penerangan lingkungan pemukiman;
c) pedestrian;
d) drainase;
e) selokan;
f) tempat pembuangan sampah;
g) gerobak sampah;
h) kendaraan pengangkut sampah;
i) mesin pengolah sampah; dan
j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa-

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana transportasi, antara lain :

a) tambatan perahu;
b) jalan pemukiman;
c) jalan poros Desa;
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d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;

fl jembatan Desa;
g) gorong-gorong;
h) terminal Desa; dan
i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana energi, antara lain :

a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
b) pembangkit listrik tenaga diesel;
c) pembangkit listrik tenaga matahari;
d) instalasi biogas;
e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :

a) jaringan internet untuk warga Desa;

b) website Desa;
c) peralatan pengeras suara (loudsp eakeil;
d) telepon umum;
e) radio Single Si.de Band (SSB); dan
f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan

analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana kesehatan, antara lain :

a) air bersih berskala Desa;
b) sanitasi lingkungan;
c) jambanisasi;
d) mandi, cuci, kakus (MCK);
e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;

f) alat bantu penyandang disabilitas;
d panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
h) balai pengobatan;
i) posyandu;
j) poskesdes/polindes;
k) posbindu;
ll reagen rapid tes lcrd untuk menguji sampel-sampel makanan;

dan
m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarara prasarana pendidikan dan kebudayaan antana lain :

a) taman bacaan masyarakat;
b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

lainnya;
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d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
e) taman belajar keagamaan;
f) bangunan perpu stakaan Desa;
g) buku/bahan bacaan;
h) balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat;
i) sanggar seni;
j) film dokumenter;
k) peralatan kesenian; dan
l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
mu syawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana usaha ekonomi Desa
1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan
pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

a) bendungan berskala kecil;
b) pembangunan atau perbaikan embung;
c) irigasi Desa;
d) percetakan lahan pertanian;
e) kolam ikan;
f) kapal penangkap ikan;
g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
h) tambak garam;
i) kandang ternak;
j) mesin pakan ternak;
k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);

dan
l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.

2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk
ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

a) pengeringan hasil pertanial seperti: lantai jemur gabah,
jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;

b) lumbung Desa;
c) gudang pendingin (cold storagel; dan
d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
m usyawarah Desa.

3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
dan/ atau produk unggulan kawasan perdesazrn, antara lain :
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a) mesin jahit;
b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
c) mesin bubut untuk mebeler; dan
d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatal dan pemeliharaan
sarana dan prasarana pemasar€rn yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

a) pasar Desa;
b) pasar sayur;
c) pasar hewan;
d) tempat pelelangan ikan;
el toko online;

0 gudang barang; dan
g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :

a) pondok wisata;
b) panggunghiburan;
c) kios cenderamata;
d) kios warung makan;
e) wahana permainan anak;
f) wahana permainan outbound;
g) taman rekreasi;
h) tempat penjualan tiket;
i) rumah penginapan;
j) angkutan wisata; dan
k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk
kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain :

a) penggilingan padi;
b) peraut kelapa;
c) penepungbdi-bijian;
d) pencacah pakan ternak;
e) sangrai kopi;
f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
g) pompa air;
h) traktor mini; dar
i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan

Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain :

1) pembuatan terasering;
2) kolam untuk mata air;
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3) plesengan sungai;
4) pencegahan abrasi pantai; dan
5) sarana pras€rrzrna untuk peiestarian lingkungan hidup lainnya

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
mu syawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian
luar biasa lainnya yang meliputi :

1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
2) pembangunan gedung pengungsian;
3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena

bencana alam; dan
5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
mu syawarah Desa.

Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan

masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam
melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola
Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat,
serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat
Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan
masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai
berikut :

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara

lain:
a) penyediaan air bersih;
b) pelayanan kesehatan lingkungan;
c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit

seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS,
tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitu.s dan gangguan jiwa;

d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat

untuk peningkatan gSzi bagi balita dan anak sekolah;
f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan

pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu

hamil, nifas dan menyusui;
i) pengobatan untuk lansia;
j) keluarga berencana;
k) pengelolaan kegiata.n rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
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1) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan

perlindungan Anak;
n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa

lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.

2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
antara lain:
a) bantuan insentif guru PAUD;
b) bantuan insentif guru taman belqjar keagamaan;
c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
d) penyelengaraan kursus seni budaya;
e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan
kemampuaa teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
l) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain :

a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.

2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain :

a) pengelolaan terminal Desa;
b) pengelolaan tambatan perahu; dan
c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3) pengembangan energi terbarukan, antara lain :

a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :

a) sistem informasi Desa;
b) koran Desa;
c) website Desa;
d) radio komunitas; dan
e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.
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c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan
prasarana ekonomi
1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan

dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain :

a) pembibitan tanaman pangan;
b) pembibitan tanaman keras;
c) pengadaan pupuk;
d) pembenihan ikan air tawar;
e) pengelolaan usaha hutan Desa;
f) pengelolaan usaha hutan sosial;
g) pengadaan bibit/induk ternak;
h) inseminasi buatan;
i) pengadaan pakan ternak; dan
j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.

2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan
pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

a) tepung tapioka;
b) kerupuk;
c) keripik jamur;
d) keripikjagung;
e) ikan asin;
f) abon sapi;
g) susu sapi;
h) kopi;
i) coklat;
j) karet; dan
k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

a) meubelair kay'u dan rotan,
b) alat-alat rumah tangga,
c) pakaian jadi/konveksi
d) ker4jinan tangan;
e) kain tenun;
f) kain batik;
g) bengkel kendaraan bermotor;
h) pedagang di pasar;
i) pedagang pengepul; dan
j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/ atau BUMDesa

Bersama, antara lain :
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a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
b) penyertaan modal BUMDesa dan/ atau BUMDesa Bersama;
c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa

Bersama; dan
d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/ atau BUM Desa

Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
diputuskan dalam musyawarah Desa

pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan,
antara lain :

a) pengelolaan hutan Desa;
b) pengelolaan hutan Adat;
c) industri air minum;
d) industri pariwisata Desa;
e) industri pengolahan ikan; dan
f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan

Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama
yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara
lain:
a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi
c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat
dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain :

a) hutan kemasyarakatan;
b) hutan tanaman rakyat;
c) kemitraan kehutanan;
d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk

usaha ekonomi masyarakat; dan
f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa

pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan
dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

a) sosialisasi TTG;
b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar

Desa

6)

7l

8)
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d.

c) percontohan 'ITG untuk produksi pertanian, pengembangan
sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi
dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil;
dan

d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.

9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan
usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan
dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

a) penyediaan informasi harga/pasar;
b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat

dan/atau koperasi;
c) kerjasama perdagangan antar Desa;
d) ke{asama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi
bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :

l) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana

alam;
3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencala alam;

dan
4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan

kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

pelestarian lingkungan hidup antara lain :

1) pembibitan pohon langka;
2) reboisasi;
3) rehabilitasi lahan gambut;
4) pembersihan daerah aliran sungai;
5) pemeliharaan hutan bakau;
6) perlindungan terumbu karang; dan
7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa
yang demokratis
1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh
Desa, antara lain :

a) pengembangan sistem informasi Desa;
b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai

rakyat; dan
c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.

e.

f.
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2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa
secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya
manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :

a) penyusunan arah pengembangan Desa;
b) penyusunan rancangzrn program/ kegiatan pembangunan Desa

yang berkelanjutan; dan
c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan

diputuskan dalam musyawarah Desa.
3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan

prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :

a) pendataan potensi dan aset Desa;
b) penyusunan profil Desa/data Desa;
c) penyusunan peta aset Desa; dan
d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.
4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada

kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak,
dan kelompok marginal, antara lain :

a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga

disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas,

perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.
5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa,
antara lain :

a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa
berbasis data digital;

b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka
untuk publik;

c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.
6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan

Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :

a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-
hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;

b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
c) kegiatal lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.
7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui

pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat
Desa yang diselenggarakan di Desa.

8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber
daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung
Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain :
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a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri
kecil dan perdagangan;

b) pelatihan teknologi tepat guna;
c) pelatihan ke{a dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai

kondisi Desa; dan
d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.

9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan
secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :

a) pemantauan berbasis komunitas;
b) audit berbasis komunitas;
c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk

penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk

pertanggunglawaban dan serah terima hasil pembangunan
Desa; dan

g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa
Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor desa bagi Desa yang
belum memiliki kantor Kepala Desa dan/ atau pembinaan
kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana
Desa seb"gaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2O14 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan
Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila
bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah
mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang
sebesarbesarnya dengan memprioritaskan kegratan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk
dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung
dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Sejalan dengan
tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka
kegiatankegiatan yang dibiayai Dana Desa dipilih harus dipastikan
kemanfaatannya untuk :

a) meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
b) meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga;

dan
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c) meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan warga miskin di Desa, warga penyandang disabilitas dan
marginal;

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana Desa,
maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara :

a) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan
dan/ atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan;

b) kegiatan yang semakin bermanfaat bagr pembukaan lapangan ke4'a
dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan

c) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan
lebih diutamakan.

2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat
Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan Desa harus

mengedepankan kebersamaal, kekeluargaan, dan kegotongroyongan
guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
Kebersamaan, kekeluargaan dal kegotongroyongan dalam
pembangunan Desa diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat
Desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan Desa. Dengan demikian, kegiatan
pembanguan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa
harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat Desa mulai dari
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan
kegiatan prioritas pengguna.rn Dana Desa dilakukan dengan cara :

a) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih
diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit
didukung masyarakat Desa;

b) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh
masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa
bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan
kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan

c) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat Desa
lebih diutamakan.

3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan
Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam
pembangunan Desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-
kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus memiliki rencana
pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan
pelestarialnya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan
keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa.
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Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan
Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang
pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk
mengawasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang
dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di
ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa
Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui

pendayagunaa-n sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Desa
dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong
royong masyarakat.
Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa.
Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang
khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah,
berkembang dan diharapkan akan teq'adi dimasa depan.
Pengelompokkan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya
berdasarkan :

a. tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi :

1) Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Desa
masih kuat);

2) Desa teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam
asal keturunan); dan

3) Desa campuran geneologis-teritorial.
b. tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi :

l) Desa pesisir/Desa pantai;
2) Desa dataran rendah/lembah;
3) Desa dataran tinggi; dan
4) Desa perbukitan/pegunungan.

c. tipologi Desa berdasarkan pola permukiman meliputi :

1) Desa dengan permukiman menyebar;
2) Desa dengan permukiman melingkar;
3) Desa dengan permukiman mengumpul; dan
4) Desa dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran

sungai / pinggir jalan).
d. tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan

utama masyarakat meliputi :

1) Desa pertanian;
2) Desa nelayan;
3) Desa industri (skala kera-jinan dan/atau manufaktur dengan

telarologi sederhana dan madya); dan
4) Desa perdagangan fiasa-jasa).

e. tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa
meliputi:
1) Desa sangat terLinggal;
2) Desa tertinggal;
3) Desa berkembang;
4) Desa maju; dan
5) Desa mandiri.

5.
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Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi menetapkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM)
sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Desa.
Ketetapan tingkatan kemajuan Desa yang diukur berdasarkan IDM
dapat menjadi dasar bagi Desa untuk menentukan prioritas
penggunaan Dana Desa dalam membiayai kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

E. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses
perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan
dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB
Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan
RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan
Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Tahap Musyawarah Desa
Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD,

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis, seperli penggunaan dana Desa dalam hal pembagunan Desa
dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan
transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan hal
strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam
musyawarah Desa. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka
pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa yang diadakan dalam
rangka penyusunErn RKP Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam
musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan
kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait
prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen
Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan
perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa
Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan

musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunean Dana Desa.
Kegiatankegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa
termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangzrn RKP Desa khususnya
terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten
berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya
tentang informasi sebagai berikut :

a. pagu indikatif Dana Desa; dan
b. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung

berdasar IDM.
Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM, Kepala

Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan
perhitungan terhadap :
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3.

a. kemanfaatan hasil kegiatan;
b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat

Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
c. pengelolaan dan pemanfaatal hasil kegiatan serta perawatan dan

pelestariannya;
d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta

sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara
mandiri oleh Desa; dan

f. tipologi Desa untuk memastikal bahwa pelaksanaan kegiatan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai
Dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.

Tahap Penetapan RKP Desa
Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat

Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan
yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan
musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang
dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa,
termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil
kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala
Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.
Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah
Bupati menetapkan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian
dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati
dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing masing Desa.
Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada
Desa-Desa peraturan bupati mengenai tata cara pembagran dan
penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa
dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk
membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah
ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak
mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang
sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa
berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada
masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
Sosialisasi ranc€rngan APB Desa dilakukan sebelum dokumen
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa
kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan
keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana
Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan
Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk
mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan
dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan
musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana
penggunaar Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus
dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

4.
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Tahap Review Rancanga-n APB Desa
Bupati berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa

tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Review
dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang
dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut :

a. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat
Desa;

b. tidak tumpang tindih dengan program / kegiatan dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;

c. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan
APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan
prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan peraturan
perundang undangan termasuk Pedoman Umum Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
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BAB III

PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PENDAMPINGAN
Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan

pendekatan
pemberdayaan masyarakat Desa. Intinya adalah masyarakat Desa

didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan

Dana Desa, sehingga Dana Desa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan
yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan

pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan
pendampingan dalam proses perencanaurn, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara beq'enjang
sesuai dengan kebutuhal. Pendampingan Desa pada level Desa secara
teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten dan
dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan

masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
1. Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan

penggunaan Dana Desa;

2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi:
a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;

b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana
Desa;

c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana
Desa; dan

d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan
pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi :

a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
b. memberikan bimbingan, supelvisi dan konsultasi terkait penggunaan

dan pengelolaan Dana Desa; dan
c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.



BAB IV

PELAPORAN

l. Pelaporan dari Desa kepada Bupati
Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan

proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan,
kemqjuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan
Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas pengguna€rn
Dana Desa kepada Bupati sebagaimana Format l. Terlampir yang
dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

a. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
b. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

2. Mekanisme Pelaporan dalam Kondisi Khusus
Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara

mendesak atau bersifat khusus. Pelaporan khusus ini bentuk dan
waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.



BAB V

PENUTUP

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini disusun
agar dapat dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa dalam rangka
penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya Rencana Keda
PemerintahDesa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB

Desa) Tahun 2018.

BUPATI KEDIRI,

TTD

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesej ahteraan Rakyat

u.b.
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BAB I
PEITDAHI'LUAN

A. PENGAI{TAR

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,
Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelarasan dan
Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksalaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2Ol4 tentang Desa pada bulan Desember 2017 (SKB-4 Menteri)
ditetapkan beberapa kebijalan, salah satunya Pelaksanaan padat Karya
Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan.

Padat Karya Tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan
masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan
pemanfaatan sumber daya alam, tenaga keq'a, dan teknologi lokal dalam
rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan
menurunkan angka stunting.

Selanjutnya, dalam SI(B-4 Menteri ditetapkan bahwa Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan :

1 . penguatan pendamping professional untuk :

a. mengawal pelaksanaan padat karya tunai di desa; dan
b. berkoordinasi dengan pendamping lainnya dalam program

pengentasan kemiskinan;
2. refocusing penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima)

jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa, melalui
koordinasi dengan kementerian terkait;

3. fasilitasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa
paling sedikit 3Oo/o (tiga puluh persen) wajib digu nakan untuk
membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja
di Desa;

4. upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan
kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa; dan

5. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai dari Dana
Desa dengan mekanisme swakelola dan diupayakan tidak dikerjakan
pada saat musim panen.

Petunjuk Teloris Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya
Tunai seb"gai petunjuk lagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Desa
untuk memfasilitasi Desa mempercepat penggunaan Dana Desa untuk
Padat Karya Tlrnai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

MAKSI,D, TUTTUAI| DAt{ MANFAAT

1. Maksud

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya
Tunai ini diharapkan menjadi arah kebijakan pelaksanaan kegiatan
Padat Karya Tunai yang dibiayai dengan Dana Desa.
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2. Tujuan

a. menjelaskan refocusing penggunaan Dana Desa Tahun 2018 pada 3
(tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan
dan prioritas Desa; dan

b. memberikan gambaran tentang penggunaan Dana Desa Tahun 201g
untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 307o (tiga puluh
persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam
rangka menciptakan lapangal kerja di Desa.

3. Manfaat

a. sebagai petunjuk bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam melakukan
percepatan pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk
Padat Karya Tunai;

b. sebagai petunjuk bagr Desa dalam melakukan percepatan
pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2O18 untuk Padat Karya
Ttrnai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. sebegai petunjuk bagr tenaga pendampingan Desa dalam
memfasilitasi Desa melakukan percepatan pelaksanaan penggunaan
Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Terlinggal, dan Transmigrasi.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2Ol4 tentang
Pedoman Pembangunan Desa.

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

c.



9.
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Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan,
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 140-8698 Tahun 2017,
Nomor: 954/KMK.O7 /2017, Nomor: 116 Tahun 2Ol7 dan
Nomor:O I /SKB /M.PPN / 2O7 tentang Penyelarasan dan penguatan
Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa.

Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018.



BAB II
PADAT I(ARYA TUITAI DI DESA

A. PRIITSIP PELI\I6AITAAN PN)AT KARYA TUITAI DI DESA
1. Inklusif

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa perlu
disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan
mempertimbangkan aspek tenaga kerja (penganggur, setengah
penganggur dan masyarakat marginal/miskin), kondisi geografrs, sosial,
budaya dan ekonomi serta mempertahankan daya dukung dan
keseimbangan lingkungan.

2. Partisipatif dan Gotong Royong

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tlrnai di Desa berdasarkan asas
"Dari, Oleh dan untuk Masyarakat". Pemerintah berperan sebagai
fasilitator yang mendampingi pemerintah Desa, BPD dan masyarakat
Desa untuk melaksanakan pembangunan Desa secara partisipatif dan
gotong royong.

3. Transparan dan Akuntabel

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilakukan dengan
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral,
teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.

4. Efektif

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa
terhadap produktilitas, kesejahteraan
perekonomian.

5. Swadaya

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan mendorong
adanya sumbangan dana, tenaga, material, dan aset bergerak dan/ atau
tidak bergerak dari warga Desa yang berkecukupan.

6. Prioritas

Kegiatan Padat Karya T[nai di Desa dilaksanakan dengan
mendahulukan kepentingan sebagran besar masyarakat Desa yang
berdampak pada terciptanya lapangan ke{a, teratasinya kesenjangan,
dan terentaskannya warga miskin.

7. Swakelola

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan secara mandiri oleh
Desa dengan mendayagunakan tenaga keda, bahan material, serta
peralatan dan teknologi sederhana yang ada di Desa.

harus memiliki dampak positif
masyarakat, dan pertumbuhan
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8. Keberlanj utan
Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan memastikan
adanya rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan,
perawatan dan pelestariannya.

9. Musyawarah

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dibahas dan disepakati dalam
musyawarah desa yang diselenggarakan berdasarkan asas kesamaan
dan kesetaraan bagi setiap peserta musyawarah Desa melalui hak
bicara, hak berpendapat dan hak bersuara dalam mencapai
kemufakatan bersama.

10. Berbasis Kewenangan l.okal
Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa yang pembiayaannya bersumber
dari APBDesa harus menjadi bagian dari Daftar Kewenangan Desa
berdasarkan Hak Asal UsuI dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

1 1. Upah Tenaga Kerja
Batas bawah dan Batas atas Upah tenaga kerja ditentukan berdasarkan
hasil kesepakatan Musyawarah Desa dengan mengacu pada Peraturan
Bupati. Adapun Batas atas Upah tenaga kerl'a dibawah upah minimum
Provinsi. Besaran upah/HOK diatur oleh Peraturan Bupati.

B. MODEL PADAT XARYA TIIITAI UNTI'I( PENANGGULAIVGAN
I(EMISKIITAIY

Intervensi dalam model Padat Karya Tunai umumnya digunakan pada
wilayah penanganan pasca bencana, wilayah rawan pangan, atau wilayah
pasca konflik. Namun, tidak menutup kemungkinan model ini menjadi
salah satu instrumen dalam penanggulangan kemiskinan.

C. I{ERAITGKA PIKIR MODEL PADAT IIARYA TUNAI

1. Ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.
2. Menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan

tanpa sepenuhnya menggantikan pekedaan yang lama.
3. Merupakan kesempatan kerja sementara.

4. Mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun
secara partisipatif dalam musyawarah desa.

5. Berdasarkan rencana keq'a yang disusun sendiri oleh Desa sesuai
dengan kebutuhan lokal.

6. Difokuskan pada pembangunzrn sarana prasarana perdesaan atau
pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan
masyarakat.

D. M.iAITFAAT PADAT NARYA TUITAI

1. Mengurangi jumlah penganggur, setengah pengarggur dan penurunan
kemiskinan di Desa.

2. Meningkatkan produktifitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa.
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E. DAilPAK

1. Tersedianya lapangan kerja dan usaha bagi pengarggur, setengah
pengalrggur dan masyarakat miskin.

2. Tfrmbuhnya rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan
partisipasi masyarakat.

3. Terkelolanya potensi sumberdaya lokal secara optimal.
4. T\rrunnya jumlah balita kurang gizi (stunting) di Desa.

5. Teq'angkaunya (aksesibilitas) masyarakat Desa terhadap pelayanan
dasar dan kegiatan sosial-ekonomi.

6. Tlrrunnya arus migrasi dan urbanisasi.

F. SIFAT KEGIATAI{ PADAT KARYA TTIITAI
1. Swakelola : kegiatan padat karya tunai dikelola sendiri oleh Desa,

dengan tetap dimungkinkan adanya pengadaan barang dan jasa sesuai
ketentuan peraturan perundang- undangan tentang pengadaan barang
dan jasa di Desa.

2. Mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasat dari
Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga keq'a lokal dan
meningkatlan pendapatan masyarakat Desa.

3. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika
tidak memungkinkan dibayarkan secara mingguan.

G. KEIOMPOK SASARAIT TENAGA I{ER^IA PADAT KARYA TUITAI

l. Kelompok penganggur, setengah penganggur dan warga miskin.
2. Pencari nalkah utama keluarga.
3. Laki-laki, wanita dan pemuda usia produlctif dan bukan anak-anak.
4. Petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa

tanam/panen.
5. Tenaga ke{a yang kehilangan pekerjaan (diputus hubungan kerja).



BAB III
PENGGT'ITAAIT DAJTA DESA TAHI'IT 2018

TINTT'K PADAT I{ARYA TT'ITAI

POKOK-POKOK KEBIJATAN PEN(X}UI{ANA DANA DESA T'ITTUK PADAT
I(ARYA TUNAI

1. Arahan Teknis Penggunaan Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai
a. Pemenuhan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan

desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk
membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan
ke{a di Desa. Setiap Desa penerima Dana Desa wajib melaksanakan
kebijakan 30% dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan Desa
digunakan untuk upah pekery'a atau membiayai hari orang kerja
(HOK).

b. Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ApB Desa) Tahun
2018 yang ditetapkan Desa sebelum diterbitkannya SKB-4 Menteri
tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijalan percepatan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 dilakukan
penataan sebagai berikut:

1) dalam hal APBDesa Tahun 2Ol8 sudah memuat kebijakan
penggunazrn Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar
upah masyarakat, maka Desa melanjutkan pelaksanaan kegiatan
pembangunan Desa secara swalelola dengan mendayagunakan
sumberdaya di Desa.

2) dalam hal APBDesa Tahun 2018 belum memuat kebijakan
penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar
upah masyarakat, maka Desa melakukan merevisi dokumen
APBDesa Tahun 2018 untuk menyesuaikan pemenuhan HOK
minimal sebesar 30 7" dengan melakukan refokusing kegiatan
pembangunan serta menyusun RAB dan desain teknis kegiatan.

c. Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun
2018 yang belum ditetapkan setelah diterbitkannya SKB-4 Menteri
tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan percepatan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 dilakukan
penataan sebagai berikut:

1) dalam hal Rencana Kerl'a Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2018
belum memuat kebijakan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan
pembangunan desa paling sedikit 3Oo/o (nga puluh persen) wajib
digunalan untuk membayar upah masyarakat, maka Desa
melakukan merevisi RKP Desa Tahun 2018 untuk menyesuaikan
pemenuhan HOK minimal sebesar 3O 7o dengan melakukan
refokusing kegiatan pembangunan serta menyusun RAB dan desain
teknis kegiatan.
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2) Desa menyusun APBDesa Tahun 2018 dengan berpedoman kepada
dokumen RKP Desa Tahun 2018 hasil revisi yang telah memuat
ketentuan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan
pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib
digunakan untuk membayar upah masyarakat.

2. Perhitungan 307o Pembayaran HOK

Penggunaan Dana Desa sebesar 3OVo dari biaya kegiatan
pembangunan Desa digunakan untuk membayar upah masyarakat,
dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
a. jumlah 3O7o untuk pembayaran HOK dihitung dari jumlah Dana Desa

yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Desa;

b. jumlah 307o untuk pembayaran HOK mencakup pembayaran tenaga
ke{a untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan
lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;

c. jumlah tenaga ke{a mencakup tenaga kerl'a ahli, pembantu tenaga
ke{a ahli serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan
sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa; dan

d. besaran upah tenaga keg'a dihitung berdasarkan batas bawah dan
batas atas upah tenaga kery'a yang ditentukan berdasarkan hasil
kesepakatan musyawarah Desa dengan mengacu pada Peraturan
Bupati tentang besaran upah tenaga keq'a (Hari Orang Kerja/HOK).

3. Refokusing Kegiatan Pembangunan Desa

Ketentuan refokusing kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana
Desa untuk memastikan 30% dari biaya kegiatan pembangunan Desa
digunakan untuk membayar upah masyarakat dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. refokusing kegiatan pembangunan Desa dilakukan dengan
berdasarkan ketentuan tentang penetapan prioritas penggunaan Dana
Desa Tahun 2018 sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19
Tahun 2Ol7 terfiar.g Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2018 ;

b. jenis kegiatan refokusing kegiatan pembangunan yarlg diprioritaskan
sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Pasal 4 sebagai berikut :

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Prioritas penggunaarl Dana Desa diutamakan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

(3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara
lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan
perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan
sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
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Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau
BUM Desa Bersama.

Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada
masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat
Desa.

B. TAIIAFAX PERSIAPAN PENGGT'NAAN DAITA DESA UNTT'K PA.DAT
NARYA TTIITAI

1. Sosialisasi Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai di Tingkat
Kabupaten

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis ini menjelaskan tentang kebijakan
penggunaan Dana Desa untuk padat karya tunai, serta menjelaskan
langkah-langkah percepatan pelaksanaan padat karya tunai yang
membutuhkan keterlibatan semua pihak yang terkait dengan
penggunaan Dana Desa. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis ini dilakukan
oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Kediri dengan mengundang OPD Kabupaten yang terkait,
seluruh camat, seluruh Kepala Desa dan BPD serta seluruh tenaga
pendamping profesional. Hasil yang diharapkan dari kegiatan
sosialisasi ini adalah dipahaminya kebijakan penggunaan Dana Desa
Tahun 2018 untuk padat karya tunai oleh seluruh peserta sosialisasi.

2. Pembentukan Tim Fasilitasi Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya
T\rnai

Dinas PMPD Kabupaten membentuk Tim Fasilitasi Penggunaan Dana
Desa untuk Padat Karya Tunai di Tingkat Kabupaten yang bertugas
memfasilitasi Desa mempercepat pelaksanaan penggunaan Dana Desa
untuk Padat Karya Tunai. Tim Fasilitasi tersebut dalam melaksanakan
pendampingan Desa di bantu oleh tenaga pendamping profesional yaitu
Tenaga Ahli (TA) di Kabupaten.

3. Sosialisai Tingkat Kecamatan

Sosialisasi kebijakan pengguna.rn Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat
IGrya Tunai di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pemerintah
Kecamatan dengan dibantu oleh Pendamping Desa (PD) dan Pendamping
Lokal Desa (PLD). Hasil yang diharapkan dari sosia-lisasi di tingkat
Kecamatan adalah Desa segera melakukan musyawarah Desa untuk
segera menyusun atau melakukan perubahan RKPDesa dan APBDesa
Tahun 2018 yang disesuaikan dengan kebijakan kegiatan Padat Karya
Tunai.

(4t

(s)
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TAIIAPAIT PERII{CA.ITAA,IT PEIT(X}UITAAIT DANA DESA UI{TI'X PADAT
KARYA TUITAI

l. Peninjauan Kembali Dokumen RKP Desa dan APBDesa

Kebijakan 3O"/o dari Dana Desa yang digunakan untuk membiayai upah
tenaga kerja pada kegiatan padat karya tunai harus masuk ke dalam
dokumen RKP Desa Tahun 2018 dan APBDesa Tahun 2018. Dalam
hal belum tercantum 30% HOK dibiayai Dana Desa untuk kegiatan
bidang pembangunan, maka dilakukan Revisi RKP Desa Tahun 2018 dan
APBDesa Tahun 2O18 bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa

Tahun 2018, atau melakukan Revisi RKP Desa Tahun 2018 dan
menetapkan APBDesa Tahun 2018 bagi Desa yang belum menetapkan
APBDesa Tahun 2018.

2. Mekanisme Revisi RKP Desa Tahun 2O18, Revisi APBDesa Tahun 2018
atau Penyusunan APBDesa 2018

Pemenuhan 30% HOK dari keseluruhan alokasi kegiatan bidang
pembangunan Desa bersifat wqjib dan harus dilalsanakan oleh
seluruh Desa penerima dana desa. Bagi desa yang alokasi Upah tenaga
keqia belum mencapai 30% dari kegiatan bidang pembangunan desa,
harus melakukan refokusing dengan langkah sebagai berikut:

a. Revisi RKP Desa

1) Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2018 maupun Desa
yang belum menetapkan APBDesa Tahun 2018, dalam hal
perhitungan pembiayaan kegiatan bidang pembangunan Desa
belum mencapai ketentuan 307o digunakan untuk membiayai upah
tenaga ke{a wajib melakukan revisi RKP Desa 2018.

2) Revisi RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan ulang
terhadap kebutuhan 3Oo/" HOK dari Dana Desa yang sudah
dialokasikan untuk kegiatan bidang pembangunan Desa.
Karenanya, terhadap Dana Desa yang sudah dialokasikan untuk
kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa tidak ikut
diperhitungkan dalam pembiayaan padat karya tunai.

3) Perhitungan ulang dilakukan dengan melakukan refokusing atau
mengurangi jumlah kegiatan pembangunan menjadi minimal 3 (tiga)
dan maksimal 5 (lima) kegiatan pembangunan Desa, sehingga
dipastikan tertampung jumlah 307o Dana Desa untuk kegiatan
pembangunan Desa digunakan membiayai upah tenaga keda.

4) Refokusing kegiatan pembangunan Desa harus dibahas dan
disepakati dalam musyawarah Desa.

5) Revisi RKP Desa Tahun 2018 disusun oleh Kepala Desa dibantu
Tim Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan berita acara
musyawarah Desa tentang refokusing kegiatan pembangunan Desa.
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6) Rancangan Revisi RKP Desa yang disusun Kepala Desa dan Tim
Penyusun RKP Desa wajib dibahas dan disepakati oleh Kepala
Desa, BPD dan unsur masyaralat Desa dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa).

7) Hasil kesepakatan Musrenbangdesa tentang Rancangan Perubahan
RKP Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk
menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2018
Perubahan.

b. Revisi APBDesa Tahun 2018

1) Bagi Desa yang sudah meneta.pkan APBDesa Tahun 2018, namun
dilakukan revisi RKP Desa Tahun 2018 untuk kepentingan padat
karya tunai, wajib melakukan Revisi APBDesa Tahun 2018.

2lKepala Desa dan BPD melakukan Revisi APBDesa Tahun 2018
dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa 2018
Perubahan.

3) Kepala Desa wajib mengajukan Rancangan Perubahan APBDesa
Tahun 2018 untuk direview oleh Bupati sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang keuangan Desa.

4) Dalam hal Rancangan Perubahan APBDesa Tahun 2018 sudah
disetujui Bupati, maka Kepala Desa dan BPD menetapkan
Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2018 Perubahan.

c. Penyusunan APBDesa Tahun 2018

l)Bagi Desa yang belum menetapkan APBDesa Tahun 2018, wajib
menyusun APBDesa Tahun 2018.

2) Kepala Desa dan BPD menyusun APBDesa Tahun 2018 dengan
berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa 2018
Perubahan.

3) PenetaFan APBDesa Tahun 2018 dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang keuangan Desa.

TAIIAPAIT PELAKSAITAAN PENGGT'ITAAIT DA.ITA DESA T'ITTI'K PADAT
ITARYA TT'NAI

Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai adalah kegiatan pembangunan
dengan pelibatan tenaga kerja lokal sebanyak mungkin dengan
pembayaran upah tenaga kerja berdasarkan Hari Orang Ke{a (HOK) yang
dihitung 1 HOK sama dengan 8 jam Kerja.
1. Pemerintah Kabupaten dengan dibantu Pendamping Profesional P3MD,

melakukan peningkatan kapasitas bagi pengawas, pengelola dan/ atau
pelaksana teknis untuk Kelompok Masyarakat dalam kegiatan
Pelaksanaan Swakelola,

D.
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2. Pemerintah Kabupaten dengan dibantu Pendamping Profesional P3MD,
memberikan pembinaan teknis pada Pemerintah desa dan Kelompok
Masyarakat Pelaksana Swakelola yang bekerja sebagai pengawas,
pengelola maupun pekeq'a teknis.

3. Pemerintah Kabupaten dengan dibantu Pendamping Profesional
P3MD, mendorong pelibatan tenaga kerja lokal pada Kelompok
Masyarakat Pelaksana Swakelola sesuai dengan tujuan padat karya
tunai di desa.

4. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa menyerahkan hasil pekeg'aan kepada
Pemerintah Desa sesuai ketentuan perundangan.

PEMANTAUAN E|IIALUASI DAIT PELIIPORAN KPI}IATAI{ PADAT XARYA
T[,ITAI

Kegiatan ini meliputi pendataan jumlah HOK, jumlah tenaga kerja ( tenaga
laki-Iaki dan perempuan ) dan jumlah anggaran yang diserap dan lain
sebagainya.
1. Kepala Desa melakukan pemantauan berkala (bulanan atau

triwulanan) terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan dan kualitas
pemanfaatan sumber daya lokal.

2. Kepala Desa melibatkan masyarakat dalam seluruh kegiatan
pemantauan dan evaluasi.

3. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa secara berkala (bulanan) melaporkan
hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa disertai bukti
pelaksanaan kegiatan. seperti daftar hadir tenaga kerja, upah yang
dibayarkan, bukti belanja, hasil kegiatan, dan lainnya. Termasuk
pemasangan papan nama pada hasil kegiatan di desa.

PEMBIITAAN DAI{ PEIIGAWASAIY

Kegiatan ini meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan
bidang pembangunan desa yang dilaksanakan dengan skema padat karya
tunai di desa dengan ketentuan :

1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan padat karya
tunai di desa dilakukan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada
Camat dan Pendamping Desa (PD) serta Pendamping lokal Desa (PLD),

melalui kegiatan superisi dan monitoring.
2. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten terkait turut serta

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
padat karya tunai di desa.

3. Pengawasan berbasis masyarakat dengan melibatkan lembaga
kemasyarakat desa, BPD dan unsur masyarakat lain dapat dioptimalkan
untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan padat karya
tunai.
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BAB IV

PENUTUP

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat

Karya Tunai digunakan sebagai acuan dan petunjuk bagi Pemerintah
Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa

Tahun 2018 untuk padat karya tunai di Desa.

LAMPIRAI{-LIIMPIRAN
1. Form Calon Pekerja pada kegiatan Padat Karya Tunai ;

2. Form Pembayaran Upah/HOK;
3. Form La.poran Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai

Tingkat Desa ;

4. Form Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai
Tingkat Kecamatan ;

5. Form Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai
Tingkat Kabupaten.

BUPATI KEDIRI,

TTD

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesej ahteraan Rakyat

1990031006



LAMPIRAN V : PERATUMN
I NOMOR
: TANCCAL

BUPATI KEDIRI
: 14 TAHUN 2OI8
| 2a -2 - 20ta

LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGOARAN 20IA

(

I

KEPALA DE54.............................

Sdinrn s€suai d€ngrn ulinr
A,N, SERRETAzuS DAERAH

Asislen Administ.si Pem.rintatan
drn Kesejshiertln Rdqrl

BUPATI KEDIRI,

TTD

HARYAN'I] SU'IRISNO

(


